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[bookmark: _GoBack]Marriage has rules and regulations its implementation. According to Jambi Malay customary law, there are several stages in marriage custom, especially in subdistrict of Muara Tembesi, first introduction period, second preparation period. thirth day scales, fourth betel tanyo Pinang tanyo, fifth tand fill custom lumbago, sixth take delivery customs lumbago, seventh marriages marry, eight old gather, memulang lek pado penangga, ninth Berelek Berkenduri, complain Gather tuo. Next custom marriage is absolutely must be followed by all society of jambi because of the moral sanction if someone doesn’t follow applicable law. The purpose of research is to know the custom marriage of Jambi Malay and position of custom law, especially in subdistrict of Tembesi. Research method is Islamic law research, research type used is field research. The research approach used is a normative approach, the problems studied under Islamic law, to underestand the Qur'an, Hadith, and 'Urf in Ushul Fiqh. The research method used is observation, interview, and documentation. Data analysis used is qualitative analysis. Based on the research has done, it can beconcluded the marriage custom of Jambi Malay in Muara Tembesi Subdistrict,the analysis of `Urf is shohih custom.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat multietnis, berbagai budaya dan suku di dalamnya sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum
yang berbeda pula yang menyebabkan negara Indonesia mengadopsi berbagai
produk hukum yaitu hukum Islam,hokum adat dan Barat (Continental).
Dari ketiga hukum tersebut penulis lebih tertarik dalam tesis ini untuk membicarakan masalah hukum adat karena bentuk dari hukum adat tidak tertulis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlaku untuk golongangolongan tertentu saja dan yang menjadi ikatan hukum tersebut adalah berupa sanksi moral atau malu apabila seseorang tidak mengikuti hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut (Wulansari, 2014). Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tidak diundang-undangkan oleh pemerintah tetapi ia hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan Nilai hukum yang berlaku.Ada beberapa aspek hukum adat yang berlaku di masyarakat khususnya masyarakat Melayu Jambi,diantaranya hukum adat ketatanegaraan, pernikahan, perceraian, kekerabatan, waris, tanah, Sibawaihi & Baharun – Adat Pernikahan Melayu Jambi 168 perekonomian, adat delik, dan adat peradilan. Dalam tesis ini penulis hanya membahas adat perkawinan Melayu Jambi khususnya di kecamatan muara tembesi.
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah
ibadah. Perkawinan mempunyai ketentuanketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya menurut hukum adat melayu Jambi bahwa ada beberapa tahapan di dalam adat perkawinan khususnya di kecamatan muara tembesi pertama masa perkenalan,kedua masa persiapan.ke tiga sisik siang,keempat sirih tanyo Pinang
tanyo,kelima mengembang tand mengisi adat lumbago,ke enam mengantar serah terima adat lumbago,ke tujuh nikah kawin,ke delapan mengumpul tua, memulang lek pado penangga ,kesembilan Berelek berkenduri,kepeluh Mengumpul tuo, menutup lek. Tahapan-tahapan adat perkawinan tersebut mutlak harus di ikuti oleh Masyarakat adat melayu jambi karena adanya sanksi moral atau malu apabila seseorang tidak mengikuti hukum yang berlaku.
Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini dengan
tiga point pertama peneliti akan mecari lebih jelas lagi tentang bagaimana kedudukan
hukum Adat pada masyarakat Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi kedua dan ketiga bagaimana praktik adat pernikahan Melayu Jambi terutama tentang praktik
hukum adat yang berlaku di masyarakat kecamatan muara tembesi Provinsi Jambi
sehingga nantinya akan diperoleh kejelasan, apakah praktik adat perkawinan Melayu jambi di kecamatan muara tembesi ini memang pantas untuk dipertahankan 
dalam kaca mata Ilmu atau bisa jadi sebaliknya , yaitu hukum adat yang selama ini diberlakukan oleh lembaga adat ini tidak harus diterapkan karena tidak sesuai dengan kriteria yang bisa dijadikan hukum dan termasuk kedalam  kategori ‘Urf yang fasid (Urf fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya). Dengan memperhatikan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk: pertama mendeskripsikan kedudukan hukum Adat pada masyarakat Melayu Jambi di kecamatan Muara Tembesi,kedua Mendeskripsikan Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi ketiga Mendeskripsikan Perspektif terhadap Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamamatan Muara Tembesi. Sementara mamfaat penelitian ini peneliti bagi menjadi dua ,pertama Mamfaat Teoritis yaitu Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi
,Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Kedudukan hokum Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi dan Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Perspektif terhadap Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi. Kedua mamfaat praktisnya adalah memberikan panduan kepada lembaga adatIstidlal Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017 169 tentang Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi,memberikan imformasi kepada lembaga adat tentang Kedudukan hukum Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi dan memberikan pengetahuan kepada lembaga adat terhadap Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi.


PENDEKATAN PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif dikarenakan
permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini bersifat dinamis, holistik, dan fenomonologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang alamiah (Soekanto, 2014).
Metode penelitian kualitatif ini bertujuan ingin mendapatkan data-data untuk kepentingan analisis. Hal ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Analisis yang dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan pola tersebut dianalisis dengan teori yang objektif.Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebegai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti obyek ilmiah dimana peneliti adalah instrumen kunci .
Dalam metodologi penelitian, penelitian kualitatif bermaksud memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh ( holistik ) dan deskriptif
pada suatu kontek khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah
(Moeloeng, 1998). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan maksud dari penelitian penulisadalah untuk mengetahui dan memahami
secara utuh tentang kedudukan hukum adat melayu Jambi dan adat perkawinan di
kecamatan muara Tembesi.Sedangkan aspek yang kedua adalah metode penelitian hukum. Metode ini diharapkan untuk menemukan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sehingga penelitan tersebut dapat mendekati kepada metode yang ada. Dengan metode penelitian ini, peneliti diharapkan akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini
metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan
mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan.

RANCANGAN PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus. Menurut Poerwandari  untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan khusus atas suatu fenomena serta untuk dapat memahami manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk subjektif, maka pendekatan kualitatif merupakan
metode yang paling sesuai untuk digunakan. Penelitian studi kasus ini menggunakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian. Data yang terkumpul dipelajari sebagai satu kesatuan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang diteliti.Sibawaihi & Baharun – Adat Pernikahan Melayu Jambi 170 Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data secara benar dan akurat, dibutuhkan sumber yang benar dan teknik yang akurat sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Nawawi, 2014). Penulis harus menggunakan teknik tertentu dalam mengambil data-data yang meliputi data primer yaitu data yang langsung dan segera
diperoleh dari penggalian informasi dari lapangan dan data sekunder yang merupakan data pendukung terhadap data primer. Dalam pengumpulan data empiric tersebut, metode yang penulis gunakan adalah Wawancara, Observasi, Dokumentatif.

Prosedur Analisis Data 
Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data dilakukan secara berulang-ulang (cylical) dan berlangsung secara terus-menerus. Menurut Miles dan Huberman, (dalam Nawawi, 2014) ada 3 tahapan dalam kegiatan menganalisis data, yaitu: 
Pertama, Data Reduction (Reduksi Data), Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data.  
Kedua, Data Display (Penyajian Data), Setelah reduksi data, tahapan berikutnya menyajikan data sehingga bisa dipahami sesuai dengan klasifikasinya. Penyajian data dimulai dengan mencari data-data berdasarkan  temuan-temuan yang bersifat khusus, penelitian ini dimulai dari umum kekhusus dengan pendekatan fakta-fakta diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum (Echols dkk., 1976). Kemudian data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. 
Ketiga, Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan), Langkah selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi sebagai inti temuan penelitian secara eksplisit. Hal ini merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Verifikasi yaitu memberikan pemerikasaan kebenaran dalam pengumpulan data yang diperolah dari penelitan tersebut, guna untuk memberikan jawaban atau keabsahan dari data-data yang diperolehnya sehingga data yang dapat dikumpulakan bisa dilaporkan secara aktual dan akurat. 
 
Analisis Kedudukan Hukum Adat  Pada Masyarakat  Melayu Jambi  
 
Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa.  
Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat terutama oleh lembaga adat yang bekerja sama dengan pegawai syara’,. Bahkan seorang hakim pun, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakum juga harus mengerti 	perihal Hukum Adat (Hadikusuma, 2013). 
Kedudukan hukum adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi bagi masyarakat adalah sebagai penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat bagi masyarakat adat Jambi merupakan hal yang harus dilaksanakan. Meskipun termasuk hukum tidak tertulis, hukum adat dianggap sebagai pandangan hidup oleh masyarakat adat Melayu Jambi. 
Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) pasti membutuhkan sistem yang mengatur interaksi sosial untuk mencapai maslahat dan keadilan sosial agar terhindar dari bahaya dan kerusakan. Sistem (nizhâm) tersebut terkadang terbentuk secara sengaja maupun natural atas kesepakatan bersama yang secara berkala kemudian menjadi kebiasaan, persepsi atau konsepsi umum (mudrik) yang memiliki otoritas (salaththah) yang mampu menghakimi (hakimah) dan memiliki kedaulatan (siyâdah) bagi masyarakat (Zarqa, 1998) Karenanya Musthafâ Abu ‘Ujailah menilai kebiasaan (‘urf) sebagai perwujudan dari karakter masyarakat (Ujailah, 1986). 
Meninggalkan kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan akan berakibat pada kesengsaraan masyarakat dan ketimpangan sosial. Mempertahankan kebiasaan berarti mengimplementasikan asas penerapan syariat berupa maslahat yang mengadung kemudahan atau menghilangkan kesulitan dan bahaya, menjaga kemaslahatan seluruh manusia, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia 
Kesimpulan 
 
Setelah melalui pembahasan yang panjang, maka kesimpulan dari persoalan yang dibahas dalam synopsis tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut, 
A. Kedudukan hukum adat pada masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi sebagai penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan selaras dengan hukum Islam. Bagi masyarakat Jambi hukum adat mengandung maslahat dan dijadikan sebagai peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi dan perlu dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdaya guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. 
B. Pernikahan menurut adat Jambi bukanlah urusan kedua belah pihak calon pengantin tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua nenek mamak tengganai  mereka. 
Perkawinan itu diletakkan di atas tungku bercabang tiga, yaitu: memenuhi ketentuan adat, memenuhi ketentuan Syara’, dan memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan. Ada beberapa tahapan sebelum acara pernikahan khususnya di kecamatan Muara Tembesi Jambi, yaitu masa perkenalan, masa persiapan, sisik siang, duduk bertanyo, mengisi adat menuang lembago dan ijab kabul. 
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